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(E) Isi  : 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu keadaan di mana 

kreditor memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana 

pembayaran. Adanya pandemi virus Corona telah meningkatkan permohonan PKPU 

di Pengadilan Niaga. Selain itu, pandemi juga telah meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan asuransi. Pada 10 Desember 2020, Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna 

diputus PKPU melalui Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. 

Pemohon PKPU dalam putusan ini adalah Nasabah Asuransi Jiwa Kresna. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan 

mengkaji peraturan perundang-undangan tentang PKPU, perusahaan asuransi dan 

Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan kewenangan pengajuan permohonan 

PKPU perusahaan asuransi. Berdasarkan pada Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk 

mengajukan permohonan PKPU perusahaan asuransi kepada pengadilan niaga. Tata 

cara permohonan PKPU perusahaan asuransi kepada OJK diatur lebih lanjut dalam 

POJK No. 28 Tahun 2015 dan KMA RI No. 109/SK/IV/2020. Oleh karena itu, 

dikabulkannya PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna melalui Putusan Nomor 

389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., merupakan kekeliruan hukum yang telah 

mengakibatkan ketidakpastian hukum akan lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam mengajukan permohonan PKPU perusahaan asuransi. Guna memberikan 

kepastian hukum, diperlukan ketentuan yang lebih lanjut mengatur mengenai upaya 

hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor perusahaan asuransi apabila OJK tidak 

menjawab permohonan PKPU lebih dari waktu yang ditentukan serta hakim dalam 

mengabulkan permohonan PKPU perlu mengacu pada peraturan terkait.  
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(G) Pembimbing : Vera Wheni Setijawati, S.H., LL.M. 

(H) Penulis  : Evelyne Julian Halim 

 


